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Abstract. Administrative services at the village government level are a form of public service that plays an
important role in supporting governmental administration and fulfilling community needs. This article aims to
describe the implementation of administrative services in Desa Sukalaba and to identify the role of the village
government in improving the quality of public services. The method used in this study is a qualitative descriptive
approach, with data collected through observation, interviews, and documentation during the internship
program.The results indicate that administrative services in Desa Sukalaba include population administration,
governmental administration, as well as development and community administration. These services have been
implemented based on public service principles, namely effectiveness, efficiency, transparency, and
accountability. However, several obstacles were identified, including limited facilities and infrastructure as well
as insufficient human resources. Therefore, efforts are needed to enhance the capacity of village officials and to
utilize administrative technology in order to achieve more optimal and sustainable village public services.
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Abstrak. Pelayanan administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan
penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Artikel ini
bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan di Desa Sukalaba serta
mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Metode
yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan magang. Hasil pembahasan
menunjukkan bahwa pelayanan administrasi pemerintahan Desa Sukalaba meliputi administrasi kependudukan,
administrasi pemerintahan, serta administrasi pembangunan dan kemasyarakatan. Pelayanan dilaksanakan
berdasarkan prinsip pelayanan publik, yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih
ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu,
diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemanfaatan teknologi administrasi guna mewujudkan
pelayanan publik desa yang lebih optimal.

Kata kunci: Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi secara langsung dengan
masyarakat dan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam
konteks pemerintahan desa, pelayanan administrasi menjadi salah satu bentuk pelayanan dasar
yang sangat dibutuhkan masyarakat, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak

administratif warga, seperti administrasi kependudukan, pemerintahan, serta pembangunan dan
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kemasyarakatan. Pelayanan administrasi yang baik akan mendorong terciptanya tata kelola
pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa merupakan amanat peraturan
perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang
menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan,
melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan kepada
masyarakat desa. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk memiliki kemampuan

administrasi yang memadai serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan publik.

Desa Sukalaba sebagai salah satu desa yang terus berkembang juga dihadapkan pada
tuntutan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan. Masyarakat semakin
membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Namun, dalam praktiknya,
pelaksanaan pelayanan administrasi desa sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem administrasi
yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan

dan tingkat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mengenai pelaksanaan
pelayanan administrasi pemerintahan di Desa Sukalaba. Kajian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran nyata mengenai proses pelayanan administrasi yang berjalan,
mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan
administrasi pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung

terwujudnya pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa
memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah desa

berperan sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pelayan masyarakat.
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Menurut Nurcholis (2011), pemerintahan desa memiliki posisi strategis karena menjadi
garda terdepan dalam pelayanan publik. Interaksi yang intens antara aparatur desa dan
masyarakat menuntut adanya sistem pemerintahan desa yang responsif, profesional, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan
desa harus didukung oleh administrasi yang tertib dan terorganisasi dengan baik agar seluruh
kegiatan pemerintahan dapat berjalan secara efektif.

Pelayanan publik merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah
kepada masyarakat sebagai warga negara. Sinambela (2014) mendefinisikan pelayanan publik
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik tidak hanya
berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses pelayanan yang menjunjung tinggi etika,
keadilan, dan profesionalisme aparatur.

Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur, prosedur pelayanan,
serta sistem administrasi yang diterapkan. Dwiyanto (2012) menjelaskan bahwa pelayanan
publik yang berkualitas ditandai oleh adanya kepastian prosedur, ketepatan waktu pelayanan,
keterbukaan informasi, serta sikap aparatur yang ramah dan bertanggung jawab. Dalam konteks
pemerintahan desa, pelayanan publik menjadi tolak ukur utama keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Pelayanan administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang bersifat administratif dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-
hari. Pelayanan ini mencakup administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, serta
administrasi pembangunan dan kemasyarakatan. Bentuk pelayanan administrasi tersebut antara
lain pembuatan surat keterangan, pengelolaan data penduduk, pengarsipan dokumen desa, serta
penyusunan laporan pemerintahan desa.

Dwiyanto (2012) menyatakan bahwa pelayanan administrasi memiliki peran penting
dalam menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi. Administrasi desa yang tertib
akan memudahkan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, pelayanan
administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelayanan administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-
prinsip good governance. Menurut Sedarmayanti (2012), prinsip-prinsip tersebut meliputi
efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Efektivitas berkaitan

dengan tercapainya tujuan pelayanan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan
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sumber daya secara optimal. Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi kepada
masyarakat, sementara akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban aparatur desa atas
pelayanan yang diberikan.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi pemerintahan desa serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah desa. Pelayanan yang transparan dan akuntabel juga akan mendorong partisipasi
masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Faktor utama yang berpengaruh adalah kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Aparatur
desa yang memiliki kompetensi, keterampilan administrasi, serta sikap pelayanan yang baik
akan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Moenir (2010) menyatakan bahwa
sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelayanan publik.

Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, seperti fasilitas kantor, peralatan
administrasi, dan sistem informasi, juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi
desa. Sistem dan prosedur pelayanan yang jelas serta partisipasi masyarakat dalam mendukung
tertib administrasi juga menjadi faktor pendukung penting dalam peningkatan kualitas

pelayanan administrasi pemerintahan desa.

3. METODE PENELITIAN

Mode penelitian yang digunakan dalam laporan kuliah kerja praktek ini adalah metode
kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan
pelayanan administrasi pemerintahan desa di Desa Sukalaba. Pendekatan ini dipilih karena
penelitian berfokus pada proses pelayanan, peran aparatur desa, serta kondisi nyata yang terjadi
di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Sukalaba selama periode kegiatan magang.
Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan
perangkat desa yang terlibat langsung dalam pelayanan administrasi pemerintahan desa, serta
masyarakat yang pernah menerima pelayanan administrasi.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan penelitian, sedangkan
data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi desa, arsip pelayanan, laporan kegiatan,

serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
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Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber

dan teknik sehingga data yang diperoleh bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan
administrasi pemerintahan di Desa Sukalaba telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi perangkat desa. Pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat meliputi
administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan, serta administrasi pembangunan dan
kemasyarakatan. Jenis pelayanan yang paling sering diberikan kepada masyarakat antara lain
pembuatan surat keterangan domisili, surat pengantar KTP dan Kartu Keluarga, surat
keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, serta surat keterangan lainnya sesuai
kebutuhan masyarakat.

Proses pelayanan administrasi diawali dengan masyarakat mengajukan permohonan
kepada perangkat desa dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
Selanjutnya, perangkat desa melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan memproses
pembuatan surat atau dokumen yang dimohonkan. Setelah dokumen selesai disusun, dilakukan
pengecekan dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diserahkan kepada
masyarakat. Prosedur ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi di Desa Sukalaba telah
memiliki alur pelayanan yang cukup jelas dan terstruktur.

Aparatur desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan
administrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa, khususnya
Sekretaris Desa dan staf administrasi, menjadi pihak yang paling dominan dalam pengelolaan
administrasi desa. Aparatur desa bertanggung jawab dalam pengelolaan surat-menyurat,
pencatatan data penduduk, pengarsipan dokumen, serta penyusunan laporan administrasi
pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara, aparatur desa berupaya memberikan pelayanan yang
ramah dan membantu masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan administrasi. Sikap
aparatur yang komunikatif dan kooperatif menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran
pelayanan. Hal ini sejalan dengan konsep pelayanan publik yang menekankan profesionalisme
dan orientasi pada kepuasan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan di Desa Sukalaba telah mengacu pada

prinsip-prinsip pelayanan publik, seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

43



Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa Sukalaba

Prinsip efektivitas terlihat dari upaya aparatur desa dalam menyelesaikan pelayanan
administrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip efisiensi tercermin dari proses
pelayanan yang relatif sederhana dan tidak berbelit-belit.

Prinsip transparansi ditunjukkan dengan adanya keterbukaan informasi mengenai
persyaratan dan prosedur pelayanan administrasi, baik melalui penjelasan langsung dari
aparatur desa maupun melalui informasi yang tersedia di kantor desa. Sementara itu, prinsip
akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan dan pengarsipan setiap dokumen pelayanan
sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi pemerintah desa.

Meskipun pelayanan administrasi pemerintahan Desa Sukalaba telah berjalan dengan
cukup baik, hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, baik dari
segi jumlah maupun kompetensi administrasi. Hal ini menyebabkan beban kerja aparatur desa
cukup tinggi, terutama pada saat jumlah permohonan pelayanan meningkat.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti peralatan administrasi
dan pemanfaatan teknologi informasi, juga menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas
pelayanan. Sistem administrasi masih banyak dilakukan secara manual sehingga berpotensi
memperlambat proses pelayanan dan pengarsipan data. Kendala lainnya adalah tingkat
pemahaman masyarakat terhadap persyaratan administrasi yang masih beragam, sehingga
sering kali terjadi keterlambatan pelayanan akibat kelengkapan berkas yang belum terpenuhi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi
pemerintahan di Desa Sukalaba pada dasarnya telah sesuai dengan konsep pelayanan publik
dan teori pelayanan administrasi pemerintahan desa. Pelayanan administrasi yang berjalan
mencerminkan fungsi pemerintahan desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di tingkat
lokal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Dwiyanto yang menyatakan bahwa pelayanan
administrasi merupakan salah satu indikator utama kinerja pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan
administrasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia
dan pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi. Upaya peningkatan kapasitas aparatur
desa melalui pelatihan administrasi serta pengembangan sistem administrasi yang lebih modern
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Dengan demikian,
pelayanan administrasi pemerintahan desa dapat semakin optimal dan berkontribusi terhadap

terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pelayanan administrasi pemerintahan di Desa Sukalaba pada dasarnya telah berjalan dengan
cukup baik dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi pemerintah desa. Pelayanan
administrasi yang diberikan meliputi administrasi kependudukan, administrasi pemerintahan,
serta administrasi pembangunan dan kemasyarakatan, yang dilaksanakan melalui prosedur
pelayanan yang jelas dan terstruktur.

Aparatur desa memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pelayanan
administrasi pemerintahan, terutama dalam pengelolaan surat-menyurat, pencatatan data, dan
pengarsipan dokumen. Pelaksanaan pelayanan administrasi di Desa Sukalaba telah mengacu
pada prinsip-prinsip pelayanan publik, vyaitu efektivitas, efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas, sehingga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus
kebutuhan administrasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam
pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa, antara lain keterbatasan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta pemanfaatan teknologi administrasi yang
belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dan
penguatan sistem administrasi pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan
administrasi serta mewujudkan pelayanan publik desa yang lebih optimal dan berorientasi pada

kepuasan masyarakat.
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